
BUPATI JOMBANG 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI JOMBANG 
NOMOR 43 TAHUN 2019 

TENTANG 

PENGGUNAAN DAFTAR HADIR BERBASIS ELEKTRONIK 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG 

DENGAN RAHMAT TURAN YANG MARA ESA 
BUPATI JOMBANG, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menghindari serta mencegah adanya 
kecurangan danl atau manipulasi data yang berhubungan 
dengan kehadiran pegawai, perlu penggunaan sistem daftar 
hadir berbasis elektonik; 

b. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin Aparatur Sipil 
Negara guna menunjang peningkatan produktivitas, efisiensi 
dan efektivitas dalam pelaksanaan pembangunan dan 
pemerintahan serta pelayanan publik, perlu mengoptimalkan 
penggunaan daftar hadir berbasis elektronik; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu mengatur Penggunaan 
Daftar Hadir Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Jombang dalam Peraturan Bupati; 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana te1ah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana te1ah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ten tang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang 
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6264); 

8. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1984 Tentang Jam 
Krida Olah Raga; 

9. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari 
Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah; 

10. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aaparatur 
Negara Nomor 8 Tahun 1996 ten tang Pedoman Pelaksanaan 
Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah; 

11. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 
2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1861); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 
Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang 
Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah 
Tahun 2016 Nomor 8/D) sebagaimana te1ah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 
2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 
Nomor ll/D); 

13. Peraturan Bupati Jombang Nomor 6 Tahun 2007 ten tang 
Pelaksanaan Hari Kerja, Waktu Kerja dan Pakaian Kerja 
pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Jombang 
(Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2007 Nomor 
6/E); 

14. Peraturan Bupati Jombang Nomor 48 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi 
Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan 
dan Pelatihan Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah 
Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 48/D); 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan: PERl\TURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PENGGUNAAN 

DAFTAR HADIR BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasall 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Jombang. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Jombang. 
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3. Bupati adalah Bupati Jombang. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Jombang. 
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan 

Pelatihan adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah, 
Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Jombang. 

6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN 
adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai 
pemerintah dengan peIjanjian keIja yang bekerja pada 
instansi pemerintah; 

7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah 
warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, 
diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat 
pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan 
pemerintahan. 

8. Pegawai Pemerintah dengan PeIjanjian Kerja yang 
selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia 
yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan 
peIjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka 
melaksanakan tugas pemerintahan. 

9. Daftar Hadir adalah daftar yang menyatakan kehadiran 
seorang pegawal. 

10. Daftar Hadir Berbasis Elektronik adalah daftar yang 
menyatakan kehadiran pegawai dengan menggunakan 
perangkat elektonik. 

11. Perangkat elektronik adalah perangkat yang dapat 
ditempatkan pada suatu bidang datar, mencakup papan 
tombol, layar tampilan, mikroprosesor dan baterai. 

12. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai 
Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari 
larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang­
undangan danl atau peraturan kedinasan yang apabila 
tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. 

13. Disiplin Kerja adalah menaati kehadiran dan kepulangan 
pegawai sesuai jam kerja yang telah ditentukan dan 
melaksanakan setiap tugas yang diberikan atasan sesuai 
dengail ketentuan peraturan perundang undangan. 

14. Hari Kerja adalah hari dimana pegawai harus 
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selamajam kerja 
yang ditentukan. 

15. Jam krida olah raga adalah kegiatan senam pagi bagi 
Aparatur Sipil Negara Kabupaten Jombang yang 
diselenggarakan sebelum jam kerja tiap hari Jum'at. 

16. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam 
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah kabupaten. 
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BAB II 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, DISIPLIN KERJA 

DAN JAM KERJA 

Pasa12 

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan 
penggunaan daftar hadir berbasis e!ektronik di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Jombang. 

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) didelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang. 

Pasa13 

Disiplin kerja pegawai me!iputi disiplin dalam pe!aksanaan 
tugas dengan ketentuan: 
a. Mematuhi jam kerja dengan datang tepat waktu dan pulang 

tepat waktu; 
b. Me!aksanakan ape! pagi; 
c. Melaksanakan senam pagi pada hari Jum'at; 
d. Memakai pakaian dinas dengan atribut lengkap; 
e. Menggunakan sarana dan prasarana kantor secara efektif 

dan efisien; 
f. Melaksanakan tugas yang diberikan atasan; 
g. Menye!esaikan tugas sesuai dengan waktu yang te!ah 

ditentukan; dan 
h. Me!aksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan 

lembaga lainnya dengan baik. 

Pasa14 

(1) Jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mulai 
hari Senin sampai dengan hari Jum'at atau ditentukan lain 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
sebagai berikut: 
a. Hari Senin s.d Kamis : Jam 07.00 s.d 15.00 WIB 
b. Hari Jumat : Jam 07.00 s.d 14.00 WIB 

(3) Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disesuaikan dengan pegawai yang me!akukan pekerjaan di 
luar kantor dan di luar ketentuan jam kerja. 

(4) Jam kerja pada bulan Ramadhan diatur tersendiri pada 
setiap bulan Ramadhan yang pelaksanaannya mengacu 
pada ketentuan yang berlaku. 

Pasa15 

(1) Pada hari Senin sampai dengan Kamis tidak ada jam 
istirahat. 

(2) Pada hari Jum'at, jam istirahat mulai pukul 11.30 WIB 
sampai dengan pukul 13.00 WIB. 

Pasa16 

Pekerjaan di luar kantor dan di luar ketentuan jam kerja 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) antara lain 
mengikuti diklat, tugas belajar, menghadiri rapat, perjalanan 
dinas dan tugas lain yang berkaitan dengan kedinasan dan 
dibuktikan dengan surat tugas. 






















